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Menimbang : a.

BUPATI BULUNGAN.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan

Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan

Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021

tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada

Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi,

Instansi Daerah melakukan Penyetanaan Jabatan dan

Penyederhanaan Birokrasi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor

7 Tahun 2O16 tentang Pembentukan dan susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2O27 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7

Talrun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;

b.



Mengingat : 1 .

-2-

bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\.rgas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keda
Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian

Kabupaten Bulungan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undaag Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2T Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
f953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang_
Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Ta;:nbahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g
Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah l,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang_Undang Nomor
27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang_Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(l,embaran Negara Republik Indonesia Ta]run 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 55gZ) sebagarmana

2.

J.
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telah diubah beberapa kali teral<hir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 245, Tambahan l.embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1308);

Peraturan Kepala lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun

2O16 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit

Keg'a pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan

Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1314);

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Bulungan {Lembaran Daera}r

Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunaa Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan

(lcmbaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021

Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten

Bulungan Nomor 46);

6.

al
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KABUPATEN BULUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.

2. Bupati adalah Bupati Bulungan.

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Bulungan.

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kabupaten Bulungan.

5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya

disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis

penunjang tertentu pada Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas merupalan unsur pelaksana urusan

pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan

persandian.
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Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariatmembawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Penyelenggaraan E-Gouernment

membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Persandian membawahkan Kelompok

Jabatan Fungsional;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/ atau

c. UPTD.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud

pada ayat tl) tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

(1)
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kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang

komunikasi, informatika dan persandian.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagoimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, pelayanan

informasi publik, penyediaan konten lintas se}<toral

dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,

layanan infrastuktur dasar data center, di.sa.ster

recouery center & TIK Pemerintah Kabupaten

layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet, layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen

data dan informasi e-Gouemment, integrasi layanan

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan

informasi e-Gouernment, layanan sistem komunikasi

intra pemerintah daerah, layanan nama domain dan

sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan daerah, pengembangan sumber daya TIK

pemerintah daerah dan masyarakat,

penyelenggaraan Gouernment Chief Informatian

Oficer (GCIO) pemerintah daerah, penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart Cily lingkup kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini

dan aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan

nasional dan pemerintah daerah, pelayanan

informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral

dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi,

layanan infrastuktur dasar data center, disaster
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recovery center & TIK Pemerintah Kabupaten,
layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses intemet, layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan
suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen
data dan informasi e-Government, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan
informasi e-Govemment, layanan sistem

komunikasi intra pemerintah daerah, layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan
publik dan kegiatan daerah, pengembangan sumber
daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
penyelenggaraan Government Chief Information
Oflicer (GCIO) pemerintah daerah, penyelenggaraan

ekosistem TIK Smart City tingkup kabupaten;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup
pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, pelayanan informasi publik, penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, layanan hubungan media,
penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi, layanan
infrastuktur dasar data center, disaster recovery

center & TIK Pemerintah Daerah, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet, layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik dan spesilik dan suplemen yang

terintegrasi, layanan manajemen data dan informasi
e-Government, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah daerah, layanan nama domain dan sub
domain bagr lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan Provinsi, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat,
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(1)

(2\

penyelenggaraan Government Chief Information

OIIicer (GCIO) pemerintah kabupaten/kota,

penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City lingkup

kabupaten;

d. pelaksanaanadministrasi Dinas;

e. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. pembinaan pelaksanaan tugas UPTD; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan

di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi

pelaksanaan tuga.s, pembinaan, dan pemberian

dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

di lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. pengkoordinasiankegiatanDinas;

b. pengkoordinasian penyusunarl rencana, program,

anggaran Dinas;

c. pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;

d. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

kerumah tanggaan, ke{a sama, hubungan

masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

f. penataan organisasi dan tata laksana;

g. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan;

(3)
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pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagtan Perencanaan dan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahal penyusunan rencana, program, dan

zrnggaran, pengelolaan keuangan serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di
lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penJrusunan rencana dan anggaran Sub
Bagan Perencanaan dan Keuangan;

b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan
penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan

rencana strategis;

d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;

e. melakukan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian data;

f. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman

teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di lingkungan
Dinas;

C. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya,

daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk
operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

h. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

i. melatukan penyusunan laporan kineqia lingkungan
Dinas;

{1)

{2)

(3)
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melaksanakan urusa,n administrasi keuangan;

melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;

melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;

melakukan penyiapan pertanggunglawaban dan

pengelolaan dokumen keuangan;

melakukan penyusunan laporan keuangan;

melakukan penyusunan laporan kegiatan Sub

Bagran Perencanaan dan Keuangan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

o.

L.

{1)

(21

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, tata usaha, rumal. tangga, ke{a

sama, kehumasan, dan protokol serta ketatalaksanaan di

lingkungan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Sub Bagran Umum dan Kepegawaian

mempunyai uraian tugas:

a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melakukan urusan tata usaha, persuratan dan

kearsipan;

c. melakukan unlsai rencana kebutuhan dan usulan

pengembangan pegawai;

d. melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan

pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan

pensiun pegawai;

e. melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin

pegawai dan evaluasi kineda pegawai serta urusan

kepegawaian lainnya;

(3)



f. menyiapkan bahan penyampaian laporan harta

kekayaan penyelenggara negara dan laporan harta

kekayaan aparatur sipil negara;

g. mengoordinasikan penyiapan bahan reformasi

birokrasi;

h. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan

kebersihan;

i. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan

administrasi penggunaan peralatan dan

perlengkapan kantor;

j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang

unit dan rencana pemeliharaan barang unit;

k. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan

inventarisasi barang;

1. melakukan penyiapan bahan administrasi

pengadaan, penyaluran, penghapusan dan

pemindah tanganan barang milik daerah;

m. melakukan urusan ke{a sarna, hubungan

masyarakat dan protokol;

n. melakukan evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

o. melakukan telaahan dan penyiapan bahan

penyusunan peraturan perundang-undangan;

p. melakukan penyusunan laporan kegiatan Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 8

(1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh

Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
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Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan

pemmusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norrna, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan

aspirasi publik lingkup pemerintah daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral

dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

infiormasi publik, layanan hubungan media, penguatan

kapasitas sumber daya komuniksi publik dan

penyediaan akses informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup

pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebljakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

informasi publik, layanan hubungan media,

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi di

kabupaten;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup

pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

informasi publik, layanan hubungan media,

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi di

kabupaten;

(3)
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penyiapan bahan penyusunan nonna, standar,

prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik dilingkup

pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk
mendukung kebiiakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

informasi publik, layanan hubungan media,

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi di

kabupaten;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, penyediaan konten lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

pelayanan informasi publik, layanan hubungan

media, penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi

di kabupaten;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengelolaan opini dan aspirasi publik lingkup

pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk

mendukung kebijakan nasional dan pemerintah

daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan

informasi publik, layanan hubungan media,

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi di

kabupaten; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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t1)
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Bagran Keempat

Bidang Penyelenggaraan E-Gouernment

Pasal 9

Bidang Penyelenggaraan E-Gouemment dipimpin oleh

Kepala Bidang yarlg berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penyelenggaraan E-Gouernment sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melalsanakan
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norna, standar, prosedur dan
kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
layanan infrastuktur dasar data center, di.sa,ster recouery
center & TIK, layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi
intra pemerintah kabupaten, layanan keamanan
informasi e-Gouernment, layanan manajemen data dan
informasi e-Gouernment layanan pengembangan dan
pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen
yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, penyelenggara:rn ekosistem TIK Smart
CiU, penyelenggaraan Gouentment Chief Information

fficer (GCIO) pemerintah kabupaten, pengembangan
sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat,
layanan nama domain dan sub domain bagi tembaga,
pelayanan publik dan kegiatan kabupaten;
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang penyelenggara ast E-Gouernment
menyelenggarakan fu ngsi:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana ke{a
bidang penyelenggaraan e- gouemmenf berdasarkan
renstra, data dan informasi yang ada serta
peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas;

(3)
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b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar

terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas
bidang penyelenggaraan e-govemment dapat selesai

dengan baik dan tepat waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para
bawahan agar pekerjaan bidang penyelenggaraan e-

gouernment dapat dilaksanakan dengan baik dan
benar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijalan teknis, pedoman dan petunjuk serta
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan
tugas bidang penyelenggaraan e-gouenlmentmelalui
informasi dan sumber data yang ada untuk
meningkatkan pengetahuan darr keterampilan keq.a;

mengkoordinasikan perumusan kebijakan di bidang
layanan infrastruktur da*r data center, di.saster
recouery center dan TIK (Teknologi Informast
Komunikasi) Pemerintah Daerah, layanan
pengembangan internet dan penggunaan akses
rnternet, layanan pengembangan dan pengelolaan
aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang
terintegrasi, layanan manajemen data informasi e_

gouernnen\ integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasi e_

gouernment, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah di Daerah;

mengoordinasikan penyiapan bahan penyusunan
norma, standar, prosedur, dan kriteria
penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur
dasar data center, di.sa.ster tecovery center d.an TIK
Pemerintah Daerah, layanan pengembangan
internet dan penggunaan akses internet, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informa si e_governmenf, integrasi

d.

e.
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layanan publik dan kepemerintahan, layanan

keamanan informasi e-gouernment, layanan sistem

komunikasi intra pemerintah di Daerah;

mengoordinasikan penyiapan bahan pemberian

bimbingan teknis dan supervisi di bidang
infrastruktur d,asar data center, di.sa.ster recouery

center dan TIK Pemerintah Daerah, layanan
pengembangan internet dan penggunaan akses

internet, layanan pengembangan dan pengelolaan

aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang

terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-

gouernment, integrasi layanan publik dan
kepemerintahan, layanan keamanan informasr e-

gouernment, layanan sistem komunikasi intra
pemerintah di Daerah;

mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar
data center, di.saster recouery center dar- TIK
Pemerintah Daerah, layanan pengembangan

internet dan penggunaan akses internet, layanan
pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,
spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan
manajemen data informa si e-gouernmenf integrasi
layanan publik dan kepemerintahan, layanan
keamanan informasi e-gouernment, layanan sistem
komunikasi intra pemerintah di Daerah;
mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan
berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan
untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan
pembinaan kepegawaian;

mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang
penyelenggaraan e-gouernment berdasarkan rencana
dan realisasinya untuk mengetahui tingkat
pencapaian prograrn dan permasalahan yang
dihadapi, serta pemecahan masalah:

j.
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melaporkan kegiatan bidang penyelenggar aan e-

gouernment kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil
pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan

pertanggungiawaban pelaksanaan tugas;

memberi saran dan pertimbangan kepada atasan

tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu

diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara

lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan

atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kelima

Bidang Persandian

Pasal 1O

Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan nonna, standar, prosedur dan kriteria, dan

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebegaimana dimaksud
pada ayat (2), Bidang Persandian menyelenggarakan

fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan rencana ke{a
bidang persandian berdasarkan renstra, data dan

informasi yang ada serta dalam melaksanakan tugas

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan;

(3)
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b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar
terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas
bidang persandian dapat selesai dengan baik dan
tepat waktu;

memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para

bawahan agar peke{aan bidang persandian dapat
dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan;

mempel4iari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta
bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan

tugas bidang persandian melalui informasi dan

sumber data yang ada untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan kerja;

merumuskan kebljakan keamanan informasi dan
petunjuk teknis pengelolaan informasi berklasifikasi
milik Pemerintah Daerah ;

merumuskan peraturan dan petunjuk teknis tata
kelola persandian untuk pengamanan informasi;

merumuskan p€raturan dan petunjuk teknis
operasional pengelolaan dan komunikasi sandi;

mengoordinasikan pengelolaan informasi

berklasilikasi dan pengelolaan sumber daya

persandian di lingkungan Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan pemberian dukungan di bidang
persandian dan keamanan informasi;

mengarahkan pengelolaan dan pengamanan

komunikasi sandi antar perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

mengoordinasikan pengawasan dan evaluasi

terhadap penyelenggaraan persandian Pemerintah

Daerah;

mengevaluasi dan menilai kine{a/prestasi bawahan

berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan

untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan
pembinaan kepegawaian;

j.
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mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bidang
persandian berdasarkan rencana dan realisasinya

untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan
permasa-lahan yang dihadapi, serta pemecahan

masalah;

melaporkan kegiatan bidang persandian kepada

Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas
sebagai bahan informasi dan pertanggungiawaban

pelaksanaan tugas;

memberi saran dan perlimbangan kepada atasan
tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu

diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara
Iisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan

atasan dalam mengambil keb{jakan lebih lanjut; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagran Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Perangkat Daerah dapat menetapkan Jabatan
Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan
Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis
Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban keria.

o.

p.

(1)

(2)

(3)

(41
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Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator
sesuai bidang tugas masing-masing yang penetapannya

berdasarkan ketentuan peraturan perundalg-undangan.

Pasal 12

Pejabat Fungsional atau pejabat pengawas atau pejabat

pelaksana dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan

sebagai sub koordinator untuk membantu Sekretaris
atau Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas

koordinasi p€nyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan

pada kelompok sub substansi pada masing-msing
pengelompokkan uraian tugas.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Bupati atas usulan pejabat yang

berwenang.

(3) Ketentuan mengenai tugas kelompok sub substansi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh

Bupati.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 13

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g
mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional atau kegiatan teknis penur{ang Dinas sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN

Pasal 14

Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan
pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

Sekretaris merupakan jabatan administrator
jabatan struktural eselon III.a.

(21

t1)

(2)

tinggi
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Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau
jabatan struktural eselon III.b.

Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD Kelas A merupakan
jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada UpTD

Kelas A merupakan jabatan pengawas atau jabatan

struktural eselon IV.b.

BAB VI

PENGANCKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan

serta susunan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAE} VII

TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap unsur

di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifrkasi baik

dalam lingkungannya maupun antar unit organisasi

lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas

w4jib melaksanakan pengawasan melekat, mengawasi

bawahannya masing-masing dan apabila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-

masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas

wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta

(1)

{21

t3)

{41
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bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing

dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan

dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunar laporan

lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada

bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada

atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada

pimpinan satuan organisasi lain yang secara fungsional

mempunyai hubungan keq'a.

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit
organisasi dibantu oleh unit di bawahnya dan dalam

rangka memberikan bimbingan kepada bawahan masing-

masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal L8

Pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan

Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Bupati ini.

(s)

t6)

(71



-23-

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan

Bupati Nomor 49 Tahun 2Ot6 tentang Kedudukan, Susunan

Organisaei, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bulungan (Berita

Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 49), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggsl I Januari
2022.

Ager se liap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Hukum,

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 24 Februai 2022

BUPATI BULUNGAN.,r
IY /a

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor

pada tanggal 24 Februari 2O22

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 28

NtP. 19701 130200212 1004

dengan aslinya
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LAMPTRAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

SERTA TATA KERJA DINAS

KOMUNIKASI, INFORMATTKA DAN

PERSANDIAN KABUPATEN BULUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

'/rY
*lSl

T
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